2.1 Kebijakan
2.1.1 Kebijakan Tertulis
Sebagai sebuah Perguruan Tinggi yang memiliki motto MELAJU DENGAN MUTU, Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, dalam menyelenggarakan pendidikan telah didasarkan pada berbagai peraturan perundangan tertulis untuk menjamin mutu yang tinggi. Kebijakan tertulis yang menjadi acuan tata pamong, tata kelola, kerja sama, dan penjamin mutu mencakup sebagai berikut.
a. UU No. 5 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
b. UU No. 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Permenristek DIKTI, No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
d. PermenristekDIKTI, No, 50 tahun 2018, tentang perubahan Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
e. Permendikbud No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
f. SK. YPLP-PT PGRI Sumatera Selatan tentang Statuta Universitas PGRI Palembang.
g. Peraturan YPLP-PT PGRI Sumsel tentang pengesahan Struktur Organisasi Universitas PGRI Palembang No.184.A/C.1/YPLP-PT PGRI/2018
h. Peraturan YPLP-PT PGRI Sumsel tentang Pembentukan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan No.113/C.1/YPLP PT PGRI/2009
i. Peraturan YPLP PT PGRI Sumatera Selatan tentang Perubahan Nama Lembaga Mutu Pendidikan menjadi Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
Universitas PGRI Palembang Nomor: 555/C.1/YPLPPT-PGRI/2010
j. SK. YPLP-PT Sumatera Selatan No.1432/R.A.54/UnivPGRI/2016 dan No.184.A/C.1/YPLPPT-PGRI/2018 tentang Struktur organisasi dan uraian tugas pejabat di lingkungan Universitas PGRI PGRI Palembang
k. SK. Rektor Universitas PGRI Palembang tentang SPMI Universitas PGRI Palembang
l. SK. Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Dokumern kebijakan Mutu
m. SK. Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi
n. SK. Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Maasyarakat
o. SK. Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pedoman Akademik
p. SK. Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Dokumen Renstra
q. SK. Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pedoman Kerjasama
r. SK. Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Dokumen Kode Etik Mahasiswa, Dosen, dan Tendik

2.1.2 Sosialisasi
Sosialisasi kebijakan dilakukan dengan beberapa cara, baik secara konvensional maupun digital melalui upaya-upaya sbb:
a. Pertemuan dalam bentuk: rapat pimpinan, rapat pengelola, rapat dosen dan tendik dan pertemuan lain yang melibatkan civitas akademika (dosen dan mahasiswa) pada setiap awal semester.
b. Website Universitas PGRI Palembang dengan alamat web: https://univpgri-palembang.ac.id/
c. Website LPPkM Universitas PGRI dengan alamat web: https://lppkmk.univpgri-palembang.ac.id/
d. Website Program Pascasaraja dengan alamat web: https://pps.univpgri-
palembang.ac.id/
e. WhatsApp Group, yaitu: New PPs Univ. PGRI Plg, EN English-PPS PGRI, DOSEN MP, Group Serdos UPGRI Plg, Informasi LLPKM UPGRIP
f. WhatsApp Japri dari pengelola PPs

2.1.3 Implementasi Kebijakan
Kebijakan diimplementasikan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran Program Pascasarjana dan Program studi melalui strategi-strategi yang dikembangkan untuk mendukung terwujudnya visi Universitas PGRI Palembang, visi pascasarjana dan visi program studi. Tujuan, strategi dan sasaran tersebut dituangkan di dalam Renstra 5 tahunan yang dilaksanakan secara bertahap melalui program- program tahunan Pascasarjana dan Program Studi dengan prinsip continuous development untuk mencapai sasaran yang ditentukan atau melebihi pada setiap kriteria. Renstra dan program tahunan diimplementasikan secara terencana, diorganisasikan dengan unit-unit terkait, dilaksanakan oleh setiap unsur yang terkait, dimonitor dan dievaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat universitas dan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat Pascasarjana setiap semester dan atau setiap tahun. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada direktur di tingkat pascasarjan dan ke rektor di tingkat universitas. Pencapaian sasaran berdasarkan hasil evaluasi dikaji oleh tim dan digunakan sebagai dasar untuk merancang program pengembangan tahun berikutnya.

2.2 Pelaksanaan
2.2.1 Tata Pamong
Sistem tata pamong Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang dilaksanakan berdasarkan pada statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2016, pasal 49 – 57 tentang Program Pascasarjana, dan SK. Rektor (SK) Nomor. 170/R.C.2/UNIV. PGRI/2013 tentang struktur organisasi program pascasarjana, tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Berdasarkan SK. tersebut, struktur organisasi Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang terdiri dari: (a) unsur pimpinan, yaitu direktur dan para asisten direktur, (b) unsur pelaksana administrasi, yaitu kepala bagian tata usaha yang dibantu oleh para kepala subbagian (kasubbag.), yaitu kasubbag. akademik, kerja sama, kemahasiswaan

dan alumni, kasubbag administrasi umum dan perlengkapan, dan kasubbag perpustakaan, (c) unsur pelaksana akademik, yaitu para ketua program studi yang dibantu oleh sekretratis prodi dan staf, (d) unsur penjaminan mutu, yaitu Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan unit penjaminan mutu (UPM) untuk tingkat prodi, dan yang terakhir adalah unsur pembantu umum. Secara rinci, struktur organisasi Program Pascasarjana disajikan pada gambar 1.
Setiap unsur yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang diatur di dalam SK. Rektor monor 170/R.C.2/UNIV. PGRI/2013 yang dilakukan secara terkoordinir unsur pimpinan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang diwujudkan di dalam RENSTRA lima tahunan yang dirancang melalui suatu mekanisme yang diatur di dalam statuta Universitas PGRI Palembang. Berdasarkan RENSTRA tersebut, Renstra tersebut secara operasional dilaksanakan melalui program-program tahunan yang di dalamnya berisi tentang uraian program dan strategi pelaksanaan, indikator dan target capaian. Setiap unsur terkait melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk mencapai target yang telah ditetapkan melalui suatu koordinasi yang dimulai dari unsur pimpinan sampai pada unsur-unsur pelaksana administrasi, pelaksana akademik, GPM, staf dan pembantu umum.
Untuk menjamin tata pamong yang baik serta berjalan secara konsisten, efektif dan efisien, Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang menjalankan 5 pilar sistem tata pamong yaitu, kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. Kelima pilar tata pamong tersebut diwujudkan sebagai berikut.
a. Kredibel
Tata pamong yang kredibel diwujudkan dalam beberapa bentuk seperti contoh-contoh dalam hal berikut:
1) Pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan unsur pimpinan, yaitu direktur dan para asisten direktur telah dilakukan melalui suatu mekanisme dan persyaratan yang diatur di dalam pasal 51 – 54 Statuta Universitas PGRI Palembang;
2) Unsur-unsur struktur organisasi Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang telah memenuhi ketentuan yang diatur di dalam pasal 49 Statuta Universitas PGRI Palembang;
3) Pengangkatan, pemberhentian, dan persayaratan kapala bagian, kepala subbagian, ketua GPM, ketua program studi telah dilakukan berdasarkan pasan 30 dan 57 statuta Universitas PGRI Palembang;
4) Pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban dosen telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 62 – 66 statuta Universitas PGRI Palembang.
5) Pelaksanaan kegiatan akademik, penilaian, dan persyaratan kelulusan telah dilakukan berdasarkan ketentuan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) pada setiap program studi yang telah dituangkan di dalam pasal 86, 87, 88 dan 94 statuta Universitas PGRI Palembang yang selanjutnya telah diterbitkan pedoman akademik dan pedoman tesis oleh Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang.
6) Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang dalam menyelenggarakan Pendidikan telah mengacu pada Permenristek DIKTI, No. 44 Tahun 2015 yang telah mengalami perubahan menjadi Permenristek DIKTI, No, 50 tahun 2018, dan telah diubah lagi menjadi Permendikbud No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan




Tinggi. Sebagai dasar operasionalnya atas standar nasional Pendidikan Tinggi tersebut, GPM Program Pascasarana Universitas PGRI Palembang telah menerbitkan Dokumen Mutu PPs tahun 2020 yang berupa kebijakan mutu, buku mutu, SOP dan formulir mutu yang telah menjadi dasar dan telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di lingkungan Pascasarjana Universitas PGRI Palembang.
7) Semua dosen sudah bergelar doktor sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2005 tentang guru dan dosen serta penugasannya dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi telah dilakukan berdasarkan Pedoman Operasional Jenjang Jabatan Akademik (PO JJA) dosen tahun 2019 sebagai perubahan atas PO JJA tahun 2016, seperti dalam pengampu mata kuliah, membimbing dan menguji tesis. Sedangkan penugasan dalam hal penelitian dan PkM dana internal telah dilakukan berdasarkan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPkM) Universitas PGRI Palembang.
8) Pagawai dan dosen tetap telah diberikan hak-haknya, yaitu gaji pokok, tunjangan fungsional (khusus bagi dosen), tunjangan profesi (khusus bagi dosen), tunjangan lain yang melekat pada jabatan dan memperoleh promosi dengan mengacu pada pasal 66 – 69 Statuta Universitas PGRI Palembang yang diatur di dalam peraturan YPLP-PT PGRI Sumatera Selatan.

Latar belakang tata pamong, tata kelola, kerjasama, dan penjaminan mutu Universitas PGRI Palembang yang diterapkan di Universitas PGRI Palembang memegang prinsip kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan adil. Sistem pengelolaan tata pamong yang ada di Universitas PGRI Palembang berpegang teguh pada sistem pengelolaan yang baik, penyusunan program yang tersistem dengan baik, sistem pembinaan, sistem pengawasan, sistem evaluasi, sistem pelaporan, sistem pengambilan keputusan akademik dan personalia, serta sistem monitoring akademik dan kendali mutu.
Untuk tata pamong Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang (PPS UPGRIP) mengikuti tata pamong Universitas PGRI Palembang sebagai lembaga pendidikan tinggi penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi, yang melaksanakan pemilihan pemimpin dan pengelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan memiliki prinsip-prinsip keadilan, bagaimana menjalankan sistem pengelolaan dan penjaminan mutu secara efektif dalam mengelola program studi. Latar belakang ini menjadikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang berusaha untuk mewujudkan sistem tata kelola yang baik, yang dikembangkan sebagai moral bagi civitas akademika dalam berpikir dan bertindak berlandaskan Tridharma Perguruan Tinggi.
Tata kelola yang dijalankan oleh PPs UPGRIP dengan 3 (tiga) program studi memiliki tata kelola yang baik dan sangat memperhatikan regulasi tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam statuta dan standar penjaminan mutu Universitas PGRI Palembang. Setiap program studi berkontribusi sangat baik terhadap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Seluruh program studi berusaha untuk mewujudkan PPS yang sehat dan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam menjaga mutu Universitas PGRI Palembang.
Dalam melaksanakan kerjasama, Universitas PGRI Palembang melakukan




kerja sama yang sistematis dan melembaga dengan baik. Universitas PGRI Palembang menjalin kerjasama dengan berbagai instansi baik tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Hal ini dilakukan Universitas PGRI Palembang dalam upaya peningkatan mutu Universitas. Program Pascasarjana serta 3 (tiga) Program Studi di lingkungan Universitas PGRI Palembang memiliki peranan penting dalam menindaklanjuti pelaksanaan kerjasama yang telah dijalin oleh Universitas dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU). Tindak lanjut kerjasama tersebut direalisasikan dalam Perjanjian Kerjasama / Memorandum of Agreement (MoA) dalam bentuk berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi.
Dalam melaksanakan tata pamong, tata kelola, kerjasama dan penjaminan mutu Universitas PGRI Palembang berlandaskan kepada:
a. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang tata cara kerja sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja sama daerah Dengan Pihak ketiga;
f. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang kerjasama Perguruan Tinggi;
g. Permen Ristekdikti No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama;
h. Peraturan YPLP-PT PGRI Sum-Sel No.184.A/C.1/YPLP-PT PGRI/2018 tentang pengesahan Struktur Organisasi Universitas PGRI Palembang.
i. Peraturan YPLP PT PGRI Sumsel No. 262.a/C.10/YPLP PT-PGRI/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan YPLP PT- PGRI Propinsi Sumatera Selatan.
j. Peraturan YPLP PT PGRI Sumsel No. 113/C.1/YPLP PT-PGRI/2009, tentang pembentukan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.
k. Peraturan YPLP PT-PGRI Sumatera Selatan Nomor: 555/C.1/YPLP PT- PGRI/2010 tetang Perubahan Nama Lembaga Mutu Pendidikan menjadi Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Universitas PGRI Palembang.
l. Struktur organisasi dan uraian tugas pejabat di lingkungan Universitas PGRI PGRI Palembang No.1432/R.A.54/UnivPGRI/2016;
m. Dokumern Kebijakan, Manual, Standar Mutu Universitas PGRI Palembang.
n. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerjasama
o. Renstra tahun 2021 - 2025
p. Statuta 2021
q. Pedoman Kerjasama Universitas PGRI Palembang Nomor: 0268/R.C.2/UNIV-
PGRI/2017

a. Tata pamong, tata kelola, kerjasama dan penjaminan mutu Universitas PGRI Palembang dilaksanakan selaras dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan baik oleh YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan maupun Rektor Universitas PGRI Palembang sebagai upaya dalam menjalankan sistem tata pamong yang efektif dalam mencapai visi misi Universitas PGRI Palembang.




Tata pamong juga dibentuk dalam rangka memperjelas tugas dan fungsi segenap civitas akademika Universitas PGRI Palembang. Penyelenggaraan tata kelola yang baik akan dapat memberikan arahan yang baik bagi segenap civitas akademika Universitas PGRI Palembang sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggara pendidikan yang berbasis mutu. Selanjutnya, Universitas PGRI Palembang bersama Rektor Universitas PGRI Palembang dan segenap pejabat di lingkungan Universitas PGRI Palembang dalam menjalin kerjasama ke daerah-daerah di wilayah Sumatera Selatan, Sumbagsel, Indonesia, hingga manca negara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi dan relevansi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
b. Sosialisasi
Sosialisasi tata pamong, tata kelola, kerjasama dan penjaminan mutu dilakukan melalui rapat pimpinan, rapat pengelola, rapat dosen, rapat pembinaan, apel pagi, dan mahasiswa. Sosialisasi juga dilakukan melalui penyebaran buku-buku peraturan, pedoman, lokakarya, dan juga workshop, website universitas : emai : admin@univ pgri-palembang.ac.id.
c. Implementasi Kebijakan
Tata pamong diimplementasikan sesuai dengan struktur organisasi yang ada yang merujuk pada aturan perundang-undangan. Tata kelola diimplemetasikan melalui pelaksanaan tupoksi berdasarkan pedoman uraian tugas dari masing-masing unit. Sedangkan kerjasama diimplementasikan dengan menjalin kerjasama dan penanda tanganan berbagai Memorandum of Understanding (MoU) serta Perjanjian kerjasama/Memorandum of Agreement (MoA) dengan berbagai mitra baik dalam maupun luar negeri dalam laporan pelaksanaan dan monitoring kerjasama. Selanjutnya, untuk penjaminan mutu diimplementasikan melalui monitoring dan evaluasi terhadap semua aktifitas pada UPPS dan PS yang meliputi Monitoring Pembelajaran, Penelitian, PkM, dan Monev internal melalui audit mutu internal setiap tahun.

2.2 Pelaksanaan
2.2.1 Tata pamong
Sebagai usaha mewujudkan tata pamong yang baik (good governance), UPPS Universitas PGRI Palembang menerapkan sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan di semua program studi Program Pascasarjana dan semua unit yang berada di lingkungan PPs Universitas PGRI Palembang bekerjasama satu sama lain. Salah satu wujud sistem tata pamong yang baik telah dilakukan oleh UPPS Universitas PGRI Palembang adalah dengan terpilihnya pimpinan yang memiliki sifat yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan.
Tata pamong yang baik (good governance) dapat menjadikan sistem pengelolaan sistem penjaminan mutu dan kerjasama berjalan secara efektif bagi UPPS Universitas PGRI Palembang yang mengelola 3 program studi dan unit-unit lainnya, termasuk dalam menyusun berbagai kebijakan dan strategi, sehingga mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan dalam mengelola UPPS. Sistem pengelolaan yang baik tentunya akan berdampak dalam membangun kepercayaan dari pihak internal, tetapi juga membangun kepercayaan dari pihak eksternal dengan banyaknya jalinan kerjasama




dengan mitra. Sistem pengelolaan yang baik, sistem penjaminan mutu yang baik dan kerja sama yang baik secara keseluruhan akan mendukung pencapaian visi dan misi PPS Universitas PGRI Palembang. Hal ini dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Renstra dan Statuta Universitas PGRI Palembang yang merupakan dasar, nilai dan norma penyelenggaraan perguruan tinggi dan peraturan-peraturan operasional yang dikeluarkan oleh Yayasan maupun Rektor. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Nomor 154.B/C.1/YPLP PT-PGRI/2018 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan telah direvisi berdasarkan SK Yayasan Nomor 154.A/C.1/YPLP PT-PGRI/2018 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Universitas PGRI Palembang dan Pengesahan Struktur Organisasi dan Tata kerja Pascasarjana Universitas PGRI Palembang.
Struktur organisasi PPs Universitas PGRI Palembang disusun untuk memenuhi tuntutan dalam memenuhi visi, misi, tujuan, dan sasaran PPs Universitas PGRI Palembang. Struktur organisasi secara lengkap tercantum pada Surat Keputusan YPLP PT PGRI. PPs Universitas PGRI Palembang merupakan salah satu Program di Universitas PGRI Palembang yang dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh 2 (dua) orang wakil direktur berdasarkan SK Yayasan, tentang Pengesahan Struktur Organisasi UPGRI Palembang. Direktur dan Wakil Direktur mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan pembagian tugas yang berpedoman dengan Statuta Universitas. Untuk membantu pimpinan dalam administrasi umum dibantu oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Kepegawaian dengan 2 (dua) Kepala Subbagian, yaitu Kasubbag Akademik, Kerjasama dan Kemahasiswaan, Kasubbag Administrasi Umum dan Perlengkapan. Dalam bidang teknis akademik, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Ketua Program studi, yaitu Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan. Ketua Program Studi dibantu oleh unit unsur penunjang teknis yaitu para pembantu pimpinan.


